
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

KECAMATAN SUMBERJAMBE 

 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten  
Jember,  maka  Kecamatan Sumberjambe  Kabupaten Jember mempunyai tugas 

: 

 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c.  Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

d. Mengkoordinasikan   penerapan   dan   penegakan   Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati; 

e. Mengkoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  sarana pelayanan 

umum; 

f. Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan; 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan  Desa dan/atau 

Kelurahan; 

h. Melaksanakan      penyelesaian      permasalahan      pelayanan pemerintahan 

di wilayah kecamatan; 

i. Melaksanakan      urusan     pemerintahan     yang     menjadi kewenangan 
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada 

di kecamatan; 

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   disebutkan   di   atas, 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi: 

 a. Pelaksanaan    pembinaan    wawasan    kebangsaan    dan ketahanan    

nasional    serta    pengembangan    kehidupan 

demokrasi; 

b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial; 

c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi 

pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah; 

d. Pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dalam  perencanaan 

pembangunan di wilayah kecamatan; 

e. Pelaksanaan     pembinaan     dan     pengawasan     serta pengevaluasian   

terhadap   seluruh   program   kerja   dan kegiatan di wilayah kecamatan; 

f. Pelaksanaan   pengkoordinasian   dengan   instansi   terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas; 

g.  Pelaksanaan   pemberian   fasilitasi   penyusunan   produk hukum desa 

berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa; 



h. Pelaksanaan    pemberian    fasilitasi    administrasi    tata pemerintahan 

desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa; 

i. Pelaksanaan  pemberian  fasilitasi  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  
kepala  desa,  perangkat desa,  badan permusyawaratan desa, dan 

lembaga kemasyarakatan desa. 

j. Pelaksanaan  pemberian  fasilitasi  pemilihan  kepala  desa, 

merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 

k. Pelaksanaan     pemberian    fasilitasi    penetapan     lokasi 
pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan 

pembangunan partisipatif. 

l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama 

desa dengan pihak ketiga; 

m. Pelaksanaan  pemberian  fasilitasi  penataan,  pemanfaatan, dan 
pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta 

penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; 

n. Pelaksanaan  koordinasi  dengan  pendamping  desa  serta pelaksanaan 

pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan; 

o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh 

Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan; 

p. Pelaksanaan    pengawasan   dan    koordinasi   di    bidang peningkatan 

kinerja dan disiplin pegawai; 

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

 Susunan   Organisasi   Kecamatan   Sumberjambe   Kabupaten 

Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 

29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 

 

1. Camat; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; 

3. Seksi Pemerintahan; 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; 

6. Seksi Pelayanan Umum; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Sumberjambe 

Camat  Sumberjambe  sesuai  Pasal  4  ayat  1  mempuyai tugas pokok : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 



3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

4. Mengkoordinasikan   penerapan   dan   penegakan   Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati; 

5. Mengkoordinasikan   pemeliharaan   prasarana   dan   sarana pelayanan 

umum; 

6. Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan; 

7. Membina  dan   mengawasi  penyelenggaraan  kegiatan   Desa dan/atau 

Kelurahan; 

8. Melaksanakan      penyelesaian      permasalahan      pelayanan pemerintahan 

di wilayah kecamatan; 

9. Melaksanakan      urusan     pemerintahan     yang     menjadi kewenangan 
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada 

di kecamatan; 

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Camat   juga mempunyai fungsi sesuai Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan   pembinaan   wawasan   kebangsaan   dan ketahanan 

nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi; 

b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial; 

 

c.  Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi 

pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah; 

d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan di wilayah kecamatan; 

e. Pelaksanaan   pembinaan   dan    pengawasan   serta pengevaluasian 

terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan; 

f. Pelaksanaan  pengkoordinasian  dengan  instansi  terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas; 

g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum  desa  

berupa  peraturan  desa  dan  peraturan kepala desa; 

h. Pelaksanaan   pemberian   fasilitasi   administrasi   tata pemerintahan 

desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa; 

i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan 

lembaga kemasyarakatan desa. 

j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, 

merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat 

desa; 

k. Pelaksanaan   pemberian   fasilitasi   penetapan   lokasi pembangunan 

kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan 

partisipatif. 

l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan 

kerjasama desa dengan pihak ketiga; 



m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan 
pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, 

serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

desa; 

n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan 

pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan; 

o. Pelaksanaan  sebagian  kewenangan  yang  dilimpahkan oleh Bupati 

melalui pelayanan terpadu kecamatan; 

p. Pelaksanaan   pengawasan   dan   koordinasi   di   bidang peningkatan 

kinerja dan disiplin pegawai; 

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

 

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat Sumberjambe 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan 
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi,  pelaporan  

meliputi  keuangan,  hukum,  informasi kehumasan, keorganisasian dan 
ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, 
kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi 

di lingkungan  Kecamatan  Sumberjambe.  Sekretaris dalam melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 

2, mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-

seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan 

2. Pelaksanaan   pengkoordinasian   penyusunan   program   dan 

penyelenggaraan tugas-tugas seksi dan sub bagian secara terpadu 

3. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada seksi dan sub bagian sesuai tugas 

dan kewenangan 

4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan; 

5. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data   

informasi,   evaluasi,   dan   pelaporan   penyelenggaraan kegiatan kecamatan; 

6. Pelaksanaan   penyelenggaraan   analisis   kebutuhan   barang, analisis 

kebutuhan pemeliharaan barang; 

7. Pelaksanaan  pengelolaan dan pemeliharaan barang  inventaris dinas,   
inventaris   barang,   pengamanan   serta   pemanfaatan barang yang dikuasai 

oleh kecamatan. 

8. Pelaksanaan  urusan  administrasi  umum  dan  kepegawaian, penatausahaan 

keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas. 

9. Pengumpulan  bahan  dan  pelaksanaan  peningkatan  kinerja organisasi 

kecamatan; 

10. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; 

 

11. Penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan tugas. 

2.1.3 Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan 

Kepegawaian. 



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, 

pengelola aset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen  serta  melaksanakan  
tugas-tugas  lain  yang  diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

 

1. Pelaksanaan  administrasi  surat  yang  meliputi  penerimaan, pengiriman, 

dan pendistribusian surat; 

2. Pelaksanaan   penggandaan   naskah   dinas   dan   pengelolaan kearsipan; 

3. Pelaksanaan   penyiapan   penyelenggaraan   rapat-rapat   dinas, perjalanan 

dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor, 

serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 

4. Pelaksanaan    penyiapan    bahan    telaahan    dan    pelayanan informasi; 

5. Pelaksanaan   penyiapan   dan   pengkoordinasian   penyusunan analisa 

jabatan di lingkungan kecamatan; 

6. Pelaksanaan   penyusunan   rencana   kebutuhan   barang   dan kebutuhan 

pemeliharaan barang; 

7. Pelayanan     administrasi     dan     pelaksanaan     pengadaan, pemeliharaan 

dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor; 

8. Pelaksanaan  penatausahaan,  pengamanan,  dan  perlindungan aset milik 

daerah; 

9. Pelaksanaan     pengusulan     seluruh     rencana     kebutuhan kepegawaian 

dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; 

10. Penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan tugas. 

2.1.4  Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, 

dan Keuangan. 

 

Sub  Bagian  Perencanaan,  Pelaporan,  dan  Keuangan mempunyai tugas 
mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan 

dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, 
pengadministrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian 

Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai fungsi : 

 

1. Pelaksanaan    pengumpulan    bahan    dan    pengkoordinasian penyusunan 

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan; 

2. Pelaksanaan  pengumpulan,  pengolahan,  dan  penyajian  data informasi 

OPD; 

3.   Pelaksanaan  pengkoordinasian  pelaksanaan  input  data  pada 

Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Daerah; 

4. Pelaksanaan    pengumpulan    bahan    dan    pengkoordinasian penyusunan 
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan  dan  laporan  

pertanggungjawaban  sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 

5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian 

kinerja lingkup kecamatan; 

6. Pelaksanaan   penyiapan   bahan   monitoring,   evaluasi,   dan pengendalian 

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; 



7. Pelaksanaan     penyiapan     bahan     dan     pengkoordinasian penyusunan 

rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran; 

8. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak 

langsung; 

9.   Pelaksanaan  pengkoordinasian  pelaksanaan  input  data  pada 

Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

10. Pelaksanaan    pengkoordinasian    penatausahaan    keuangan daerah; 

11. Pelaksanaan    verifikasi    harian    atas    pertanggungjawaban keuangan; 

12. Pelaksanaan  verifikasi  kelengkapan  administrasi  permintaan 

pembayaran; 

13. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan 

pengeluaran; 

14. Pelaksanaan   pengumpulan   bahan,   mengkoordinasikan   dan 

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan; 

15. Pelaksanaan    pengkoordinasian    dan    penyusunan    laporan keuangan; 

16. Penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan tugas. 

2.1.5  Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan. 

 

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam 

negeri serta tugas lain yang diberikan camat. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan      penyusunan      program      dan      pembinaan 

penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan; 

2. Pelaksanaan     penyelenggaraan     urusan     pertanahan     dan pengawasan 

barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan; 

3. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan 

sosial, politik, ideologi dan kesatuan, bangsa; dan 

4. Penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan tugas. 

 

2.1.6  Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum. 

 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan 
polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan Camat. Untuk melaksanakan 
tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai 

fungsi: 

1. Pelaksanaan    penyusunan    program    dan    penyelenggaraan 

pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum. 

2. Pelaksanaan      penyusunan      program      dan      pembinaan 

Penyelenggaraan polisi Pamong Praja 

3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas. 



4. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah 

kecamatan. 

5. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah 

6. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-

tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan 

7. Penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan tugas. 

 

2.1.7  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Kepala  Seksi  Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. 

Kepala  Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan,  
pemberdayaan  dan  peningkatan  partisipasi masyarakat, mengkoordinasikan 

penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, 
kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita 
dan olahraga; dan  melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  Camat.  

Untuk melaksanakan  tugas  tersebut,  Kepala  seksi  Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi: 

1. Pelaksanaan    penyusunan    program    dan    pemberdayaan kegiatan 

ekonomi masyarakat; 

2. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan 

pembangunan fisik di wilayah kecamatan; 

3. Pelaksanaan     penyusunan     program     dan     pembinaan 

pemberdayaan masyarakat; 

4. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan 

hidup 

5. Pelaksanaan   pemberian   fasilitasi   kegiatan   pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan 

masyarakat. 

6. Pelaksanaan  penyusunan  program  percepatan  pengentasan kemiskinan 

di wilayah kecamatan; 

7. Pelaksanaan    penyusunan    program     dan    pelaksanaan pembinaan 

kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana; 

8. Pelaksanaan  penyusunan  program  dan  pemberian  fasilitasi kegiatan 

kehidupan beragama; 

9. Pelaksanaan  penyusunan  program  dan  pembinaan  upaya peningkatan 

kesejahteraan kesehatan masyarakat; 

10. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan 
dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah 

kecamatan; 

11. Penyusunan  program  dan  pemberian  pelayanan  bantuan sosial serta 

penanganan pengungsi korban bencana; 

12. Pelaksanaan     penyusunan     program     serta     pembinaan kepemudaan 

dan olah raga di wilayah kecamatan; 

13. Pelaksanaan    pengkoordinasian    pelaksanaan    pemberian bantuan 

pemerintah; 

14. Penyusunan  laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 



 

2.1.8  Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum. 

 

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di 
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, 

kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi 
masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan    pelayanan    administrasi    kependudukan    dan pencatatan 

sipil; 

2. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perizinan di 

wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada; 

3. Pelaksanaan    pemberian    fasilitasi    pelayanan    di    bidang perbankan, 

perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan; 

4. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha 

kecil; dan 

5. Penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan tugas.
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